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BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI

NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KERINCI,

bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak
sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang
menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar
kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang
menyebabkan Sisa Lebih Anggaran Tahun Anggaran
Sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam
Tahun Anggaran berjalan, maka perlu dilakukan
perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2023;

bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang
diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang
dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum APBD
serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara
yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan
DPRD;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci
Tahun Anggaran 2023;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun
1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra
Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I
Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1643);Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



10.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun
2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6801),
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun
2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 130).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor
1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan
Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (COVID-2019) dan/atau
dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang
Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau
Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-undang,
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6485);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Pemerintah Nomor S5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6177);
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22.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah  Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun
2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 6847);

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang
Pengelolaan Transfer ke Daerah (Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6883);
Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang
Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012
tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 754);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk  Hukum Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang pembentukan Produk Hukum;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah
serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana
Operaional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1067);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan,
Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran,
dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan
Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);



23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, Peraturan Kepala
Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 4 Tahun
2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten
Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun
2022 Nomor 4);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor S5 Tahun
2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten
Kerinci Tahun 2022 Nomor 5);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8 Tahun
2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2023 (Lembaran
Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KERINCI
dan
BUPATI KERINCI
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KERINCI
TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Kerinci.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaran Pemerintahan
Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi
kewenangan otonom.

Bupati adalah Bupati Kerinci.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD
Kabupaten Kerinci.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
kabupaten.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci yang selanjutnya
disebut APBD Kabupaten adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan
Daerah Kabupaten Kerinci yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah
Daerah Kabupaten Kerinci dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambahan
nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai
pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.



9. Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali
dan/atau pengurangan yang akan diterima kembali, baik dalam tahun berkenaan
maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
semula sebesar Rp.1.214.492.251.204,- bertambah sebesar Rp.39.983.777.194,-
sehingga menjadi Rp.1.254.476.028.398,- dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah

1. Semula : Rp. 1.214.492.251.204,-
2. Bertambah/(berkurang) :  Rp. 39.983.777.194 .-
Jumlah pendapatan daerah setelah :  Rp. 1.254.476.028.398,-
perubahan
b. Belanja Daerah
1. Semula :  Rp. 1.257.042.522.028,-
2. Bertambah/(berkurang) . Rp. 69.438.570.206,-
Jumlah belanja daerah setelah perubahan : Rp. 1.326.481.092.234,-

c. Pembiayaan Daerah
1. Penerimaan Pembiayaan

a. Semula : Rp. 53.550.270.824,-
b. Bertambah /(berkurang) : Rp. 21.954.793.012,-
Jumlah penerimaan setelah perubahan : Rp. 75.505.063.836,-

Pembiayaan Daerah
2. Pengeluaran Pembiayaan

a. Semula Rp. 11.000.000.000,-
b. Bertambah/(berkurang) :  Rp. (7.500.000.000,-)
Jumlah pengeluaran pembiayaan :  Rp. 3.500.000.000,-
daerah setelah perubahan :
Jumlah pembiayaan netto setelah 72.005.063.836,-
Perubahan
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah 0,00,-
perubahan
Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,bersumber
dari:
a. Pendapatan Asli Daerah

1. Semula . Rp. 37.927.152.866,-
2. Bertambah/(berkurang) : Rp. 24.673.230.813,-
Jumlah pendapatan asli daerah : Rp. 62.600.383.679,-

setelah perubahan

b. Pendapatan Transfer

1. Semula : Rp. 1.173.565.098.338,-

2. Bertambah /(berkurang) : Rp. 15.310.546.381 .-
Jumlah pendapatan transfer setelah : Rp. 1.188.875.644.719,-
perubahan

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

1. Semula : Rp. 3.000.000.000,-
2. Bertambah/(berkurang) : Rp. 0,00,-
Jumlah lain-lain pendapatan daerah : Rp. 3.000.000.000,-

yang sah setelah perubahan



Pasal 4
(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a,
bersumber dari:
a. Pajak Daerah

1. Semula ¢ Rp. 14.144.036.641,-
2. Bertambah/(berkurang) : Rp. 1.404.830.813,-
Jumlah pajak daerah setelah : Rp. 15.548.867.454,-
perubahan
b.Retribusi Daerah
1. Semula : Rp. 4.621.000.000,-
2. Bertambah/(berkurang) : Rp. (881.600.000,-)
Jumlah retribusi daerah setelah : Rp. 3.739.400.000,-
perubahan

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah

yang dipisahkan
1. Semula : Rp. 8.962.116.225,-
2. Bertambah/(berkurang) : Rp. 1.200.000.000,-
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan : Rp. 10.162.116.225,-

daerah setelah perubahan

d.Lain-lain Pendapatan Asli Daerah

yang Sah
1. Semula : Rp. 10.200.000.000,-
2. Bertambah/(berkurang)  Rps 22.950.000.000,-
Jumlah lain-lain pendapatan asli : Rp. 33.150.000.000,-

daerah yang Sah setelah perubahan

(2)Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b,
bersumber dari:
a. Transfer Pemerintah Pusat

1. Semula : Rp. 1.084.171.437.000,-
2. Bertambah/(berkurang) : Rp. 11.910.546.381,-
Jumlah transfer pemerintah pusat : Rp. 1.096.081.983.381,-

setelah perubahan
b. Transfer Antar Daerah

1. Semula : Rp. 89.393.661.338,-
2. Bertambah/(berkurang) : Rp. 3.400.000.000,-
Jumlah transfer antar daerah setelah : Rp. 92.793.661.338,-

perubahan perubahan

(3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 huruf b, bersumber dari:
a.Pendapatan hibah

1. Semula : Rp. 3.000.000.000,-
2. Bertambah /(berkurang) : Rp. 0.00,-
Jumlah pendapatan hibah setelah : Rp. 3.000.000.000,-
perubahan
b. Dana darurat
1. Semula : Rp. 00,00
2. Bertambah/(berkurang) : Rp. 00,00
Jumlah dana darurat setelah . Rp. 00,00

perubahan



c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-

undangan
1. Semula
2. Bertambah/(berkurang)

Jumlah pendapatan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-

undangan setelah perubahan

Pasal 5

00,00
00,00
00,00

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri
atas:

a.

(1)

Belanja Operasi;
1. Semula
2. Bertambah/(berkurang)

Jumlah belanja operasional setelah

perubahan

Belanja Modal

1. Semula

2. Bertambah/(berkurang)
Jumlah belanja modal setelah
perubahan

Belanja Tidak Terduga
1. Semula
2. Bertambah /(berkurang)

Jumlah belanja tidak terduga setelah

perubahan

Belanja Transfer

1. Semula

2. Bertambah/(berkurang)
Jumlah belanja transfer setelah
perubahan

725.838.531.141,-
24.771.252.117,-
750.609.783.258,-

221.398.115.362,-
44.335.394.341,-
265.733.509.703,-

10.000.000.000,-
(7.383.386.252,-)
2.616.613.748,-

299.805.875.525,-
7.715.310.000,-
307.521.185.525,-

Belanja Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri

atas:
a. Belanja Pegawai

1. Semula

2. Bertambah/(berkurang)
Jumlah belanja pegawai setelah
perubahan

b.Belanja Barang dan Jasa

1. Semula

2. Bertambah/(berkurang)
Jumlah belanja barang dan jasa
setelah perubahan

c. Belanja Bunga

1. Semula

2. Bertambah/(berkurang)
Jumlah belanja bunga setelah
perubahan

d. Belanja Subsidi

1. Semula

2. Bertambah/(berkurang)
Jumlah belanja subsidi setelah
perubahan

477.097.443.979,-
(15.813.870.231,-)
461.283.573.748,-

233.011.907.162,-
26.926.363.606,-
259.938.270.767 ,-

00,00
00,00
00,00

00,00
00,00
00,00



e. Belanja Hibah

1. Semula : Rp. 15.724.180.000,-

2. Bertambah/(berkurang) : Rp. 12.853.500.000,-
Jumlah belanja hibah setelah : Rps 28.577.680.000,-
perubahan

f. Belanja Bantuan Sosial

1. Semula : Rp. 5.000.000,-

2. Bertambah/(berkurang) : Rp. 305.258.743.-
Jumlah belanja bantuan sosial setelah : Rp. 310.258.743,-
perubahan

(2) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:
a. Belanja Modal Tanah

1. Semula : Rp. 3.350.000.000,-
2. Bertambah/(berkurang) : Rp. (89.842.250,-)
Jumlah belanja modal tanah : Rp. 3.260.157.750,-

setelah perubahan

b. Belanja modal peralatan dan mesin

1. Semula : Rp. 45.215.159.579,-
2. Bertambah /(berkurang) : Rp. 6.126.116.360,-
Jumlah belanja modal peralatan dan : Rp. 51.341.275.939,-

mesin setelah perubahan

c. Belanja modal bangunan dan

gedung. : Rp. 101.695.557.803,-
1. Semula : Rp. 7.276.744.245,-
2. Bertambah/(berkurang) : Rp. 108.972.302.048,-

Jumlah belanja modal bangunan dan
gedung setelah perubahan

d. Belanja modal jalan, jaringan dan

irigasi
1. Semula :  Rp. 70.768.772.980,-
2. Bertambah/(berkurang) : Rp. 29.051.697.638,-
Jumlah belanja modal jalan, jaringan : Rp. 99.820.470.618,-

dan irigasi setelah perubahan
e. Belanja modal aset tetap lainnya

1. Semula : Rp. 208.625.000,-
2. Bertambah/(berkurang) : Rp. 1.970.678.348.-
- Jumlah belanja modal aset tetap :  Rp. 2.179.303.348,-

lainnya setelah perubahan

f. Belanja modal aset lainnya

1. Semula : Rp. 160.000.000,-
2. Bertambah/(berkurang) :  Rp. 0.00,-
Jumlah belanja modal aset lainnya : Rp. 160.000.000,-

setelah perubahan

(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri
atas belanja tidak terduga, yaitu:

1. Semula : Rp. 10.000.000.000,-
2. Bertambah/(berkurang) : Rp. (7.383.386.252,-)
Jumlah lain belanja tidak terduga : Rp. 2.616.613.748,-

setelah perubahan



'(4) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:

a. Belanja bagi hasil
1. Semula
2. Bertambah/(berkurang)
Jumlah belanja tidak terduga setelah
perubahan

b. Belanja bantuan keuangan
1. Semula
2. Bertambah/(berkurang)
Jumlah belanja bantuan keuangan
setelah perubahan

Pasal 7

Rp.
Rp.
Rp.

1.432.003.665,-
0.00,-
1.432.003.665,-

298.373.871.860,-
7.715.310.000,-
306.089.181.860,-

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Penerimaan pembiayaan
1. Semula
2. Bertambah/(berkurang)
Jumlah penerimaan pembiayaan
setelah perubahan

b. Pengeluaran pembiayaan
1. Semula
2. Bertambah/(berkurang)
Jumlah penerimaan pembiayaan
setelah perubahan

Pasal 8

53.550.270.824,-
21.954.793.012,-
75.505.063.836,-

11.000.000.000,-
(7.500.000.000,-)
3.500.000.000,-

(1) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri

atas:
a. Sisa lebih perhitungan anggaran
tahun sebelumnya
1. Semula
2. Bertambah/(berkurang)
Jumlah sisa lebih perhitungan
anggaran tahun sebelumnya setelah
perubahan
b. Pencairan dana cadangan
1. Semula
2. Bertambah/(berkurang)
Jumlah pencairan dana cadangan
setelah perubahan

c. Hasil penjualan kekayaan daerah
yang dipisahkan
1. Semula
2. Bertambah/(berkurang)
Jumlah lain belanja modal bangunan
dan gedung setelah perubahan

d. Penerimaan pinjaman daerah
1. Semula
2. Bertambah/(berkurang)
Jumlah penerimaan pinjaman
daerah setelah perubahan

e. Penerimaan kembali pemberian
pinjaman daerah
1. Semula
2. Bertambah/(berkurang)
Jumlah penerimaan kembali
pemberian setelah perubahan

Rp.
Rp.
Rp.

53.550.270.824,-
21.954.793.012,-
75.505.063.836,-

00,00
00,00
00,00

00,00
00,00
00,00

00,00
00,00
00,00

00,00
00,00
00,00




f. Penerimaan pembiayaan lainnya
sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan

1. Semula : Rp. 00,00
2. Bertambah/(berkurang) :  Rp. 00,00
Jumlah pembiayaan lainnya sesuai . Rp. 00,00

dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan setelah

perubahan
(2) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri
atas:
a. Pembentukan dana cadangan
1. Semula . Rp. 00,00
2. Bertambah/(berkurang) : Rp. 00,00
Jumlah pembentukan dana ¢ Rp. 00,00

cadangan setelah perubahan

b. Penyertaan modal daerah

1. Semula : Rp. 11.000.000.000,-
2. Bertambah/(berkurang) : Rp. (7.500.000.000,-)
Jumlah penyertaan modal daerah ¥  Rp. 3.500.000.000,-

setelah perubahan

c. Pembayaran cicilan pokok utang

yang jatuh tempo : Rp. 00,00
1. Semula : Rp. 00,00
2. Bertambah/(berkurang) s Rp. 00,00

Jumlah pembayaran cicilan pokok
utang yang jatuh tempo setelah
perubahan

d. Pemberian pinjaman daerah

1. Semula s Rp. 00,00
2. Bertambah/(berkurang) : Rp. 00,00
Jumlah pemberian pinjaman daerah : Rp. 00,00

setelah perubahan

e. Pengeluaran pembiayaan lainnya
sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan : Rp. 00,00
1. Semula : Rp. 00,00
2. Bertambah/(berkurang) : Ep. 00,00

Jumlah pengeluaran pembiayaan
lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan
setelah perubahan

Pasal 9
(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan
Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang
belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang
ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukan dalam
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci
Tahun Anggaran 2023.




(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian

luar biasa;

b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau

c. kerusakan
pelayanan

sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan
publik.

(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. kebutuhan Daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang
anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;

b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;

c. pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan
tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan
perundang-undangan; dan/atau

d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan

kerugian

yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan atau

masyarakat.

Uraian lebih lanjut

Pasal 10
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana

dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci ini terdiri dari:

1. Lampiran |

2. Lampiran I

3. Lampiran III

4. Lampiran IV

5. Lampiran V

6. Lampiran VI
7. Lampiran VII

8. Lampiran VIII :

9. Lampiran IX

Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut
Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut
Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;

Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan,
Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

Rekapitulasi  Perubahan Belanja  Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan beserta
Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;

Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan
dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi
Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;

Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan
Perubahan APBD;

Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada
Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan
Perubahan APBD;

Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per- Golongan dan Per-
Jabatan;

Pasal 11

Bupati Kerinci menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran
2023 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.



Pasal 12
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah Kerinci tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2023 dengan penempatannya dalam
Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 25— /& — 2023

BUPA RINCI,

ADIROZAL
Diundangkan di Siulak -—
pada tanggal 25 — /¢ — 2023

SEKRE 1 })AERAH KERINCI,

ZAINAL EFENDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2023 NOMOR : 5
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI, PROVINSI JAMBI : 5-42/2023.
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